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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di masyarakat Indonesia. Maraknya kasus KDRT yang seringkali mengancam nilai-nilai Pancasila dan melanggar hak asasi manusia menjadi latar belakang pentingnya penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai jurnal terkait dan menganalisisnya secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya kasus KDRT membutuhkan upaya yang signifikan untuk pencegahannya, salah satunya melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung prinsip-prinsip yang dapat memperkuat solidaritas sosial, penghargaan terhadap martabat manusia, dan keadilan bagi semua. Penerapan nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila memegang peran penting dalam mencegah KDRT dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan serta penegakan hukum untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan masyarakat Pancasila sebagai dasar negara memiliki prinsip-prinsip yang dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan dan penegakan hukum untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan masyarakat.  Dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga, penerapan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi salah satu upaya yang signifikan dalam mencegah KDRT. Hasil penelitian dapat para pembuat kebijakan dan praktisi hukum
A B S T R A C T
This research aims to identify the application of Pancasila values ​​as an effort to prevent domestic violence (KDRT) in Indonesian society. The rise in domestic violence cases which often threaten Pancasila values ​​and violate human rights is the background for the importance of this research. The approach used is qualitative by collecting data from various related journals and analyzing it descriptively. The research results show that the large number of cases of domestic violence require significant efforts to prevent it, one of which is through implementing the values ​​of Pancasila. Pancasila as the basis of the state contains principles that can strengthen social solidarity, respect for human dignity and justice for all. It is hoped that the application of these values ​​can raise public awareness of the importance of respecting each other, working together and maintaining harmony within the family. Therefore, it can be concluded that Pancasila values ​​play an important role in preventing domestic violence and can be a reference in making policies and enforcing laws to maintain the integrity and welfare of society. Pancasila as the basis of the state has principles that can be a reference in making policies and enforcing laws to maintain the integrity and welfare of society. By raising public awareness of the importance of mutual respect, cooperation and maintaining harmony within the family, implementing Pancasila values ​​can be a significant effort in preventing domestic violence. The research results can be used by policy makers and legal practitioners.


Pendahuluan  
[bookmark: _Hlk139848611]Kekerasan terhadap perempuan, yang sering disebut sebagai violence against women, gender-based violence, atau gender violence, merupakan persoalan serius yang masih dialami oleh jutaan perempuan di berbagai belahan dunia. Meningkatnya kasus kekerasan ini mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil langkah tegas melalui kongres tahun 1994 yang membahas penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dalam konsiderans deklarasi tersebut disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan cerminan ketimpangan historis dalam relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang berujung pada dominasi, diskriminasi, serta hambatan bagi kemajuan perempuan. Selain itu, kekerasan juga menjadi mekanisme sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat di bawah laki-laki (Setiadi, 2001). Pandangan yang menganggap laki-laki lebih unggul dibanding perempuan turut memicu terjadinya berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan.
Isu ini merupakan bagian dari permasalahan besar hak asasi manusia yang terus dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dari beragam bentuk kekerasan, salah satu yang paling sering menjadi sorotan adalah kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. KDRT dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dialami seseorang berdasarkan gender tertentu, yang biasanya muncul akibat ketidaksetaraan kekuatan di ranah sosial. Dalam konteks ini, KDRT adalah serangan fisik atau psikologis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.
Saat ini, KDRT telah menjadi masalah publik yang mendapat perhatian luas. Di Indonesia, permasalahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terus meningkat setiap tahun. Selama dua belas tahun terakhir, jumlah korban meningkat hingga 729% atau sekitar delapan kali lipat. Pada tahun 2022, tercatat 457.897 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana 61% terjadi di ranah pribadi, dengan KDRT menyumbang 91% dari kasus tersebut. Bentuk kekerasan yang dialami korban mencakup kekerasan fisik—mulai dari intimidasi, pemukulan, hingga mengakibatkan luka serius atau kematian—serta kekerasan psikologis, seperti penghinaan, ancaman, atau perlakuan yang menimbulkan rasa takut, tertekan, malu, terhina, atau depresi.
Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis fenomena tersebut.
Pembahasan 
Tinjauan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan serius yang membawa dampak negatif besar terhadap kehidupan keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, tindakan ini mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi. Kekerasan fisik termasuk bentuk yang paling sering terjadi, seperti memukul, menendang, atau melukai korban. Kekerasan seksual, yang sifatnya sangat serius, mencakup pemaksaan hubungan seksual atau tindakan lain yang bersifat seksual tanpa persetujuan korban. Dampak KDRT tidak hanya dirasakan langsung oleh korban, tetapi juga dapat merusak keharmonisan keluarga dan memicu perceraian.
Meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting dalam mencegah KDRT. Edukasi publik dapat melindungi korban dan mendorong terciptanya rumah tangga yang aman. Berdasarkan ketentuan hukum, pelaku KDRT dapat dikenai hukuman penjara dan denda. Misalnya, pelaku kekerasan seksual terancam pidana 4–15 tahun penjara atau denda antara Rp12 juta hingga Rp300 juta. Sementara itu, pelaku penelantaran rumah tangga dapat dihukum penjara maksimal tiga tahun. Hukuman berat diharapkan mampu memberikan efek jera dan menekan angka kekerasan.
Data terbaru menunjukkan bahwa KDRT tetap menjadi masalah yang mengkhawatirkan di Indonesia. Laporan lembaga layanan mencatat 9.806 kasus, dengan kekerasan fisik sebagai jenis yang paling dominan. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif, yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga layanan. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan kapasitas penanganan kasus, pemberian dukungan kepada korban, serta memperluas pendidikan dan kampanye kesadaran publik.
Melalui kolaborasi yang terintegrasi, masalah KDRT dapat ditekan, menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, serta memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Komitmen untuk terus meningkatkan kesadaran, memperkuat pencegahan, dan mendukung pemulihan korban merupakan kunci keberhasilan dalam menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga (Amelia, 2024)
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan langkah strategis yang memiliki peran penting dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Lima sila Pancasila—Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—dapat menjadi pijakan moral dan etika bagi masyarakat dalam menanggulangi KDRT.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan pentingnya penghormatan serta toleransi terhadap setiap keyakinan dan agama, sehingga tercipta suasana yang saling menghargai perbedaan. Hal ini dapat menghindarkan terjadinya KDRT yang dipicu oleh perbedaan keyakinan. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan sikap saling menghormati dan memperlakukan sesama secara adil, yang berperan dalam meredam potensi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.
Sila Persatuan Indonesia menumbuhkan semangat kebersamaan dan kesadaran untuk menjaga keharmonisan di tengah keragaman suku, agama, dan budaya. Nilai ini dapat meminimalkan terjadinya KDRT yang bersumber dari perbedaan latar belakang. Sementara itu, sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengajarkan pentingnya komunikasi, musyawarah, dan kesadaran akan hak serta kewajiban masing-masing anggota keluarga. Nilai ini mendorong penyelesaian permasalahan secara damai tanpa kekerasan.
Terakhir, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan pentingnya pemerataan dan keadilan dalam kehidupan keluarga. Penerapan nilai ini dapat mengatasi potensi KDRT yang dipicu oleh ketidaksetaraan atau ketidakadilan di rumah tangga.
Implementasi nilai-nilai Pancasila untuk mencegah KDRT dapat dilakukan melalui berbagai langkah, seperti peningkatan pendidikan karakter, kampanye kesadaran masyarakat, penguatan komunikasi dalam keluarga, serta penegakan hukum yang berpihak pada korban. Dengan pengamalan Pancasila secara konsisten, diharapkan kekerasan dalam rumah tangga dapat ditekan dan tercipta lingkungan keluarga yang aman dan damai. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam mencegah KDRT dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti:
1. Pengembangan karakter: Pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dapat membantu masyarakat memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pengenalan nilai-nilai: Sosialisasi dan pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila dapat membantu masyarakat memahami pentingnya nilai-nilai tersebut dalam mencegah KDRT.
3. Pengawasan dan kontrol: Mekanisme pengawasan dan kontrol yang efektif dapat membantu mencegah KDRT dan menangani kasus-kasus yang terjadi.
4. Kolaborasi: Kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan dapat membantu mencegah KDRT dan menangani kasus-kasus yang terjadi.Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam mencegah KDRT, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan toleran bagi semua orang.
Refleksi Sosial Kriminalitas dan Disorganisasi Keluarga dalam Konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang bersifat kompleks serta membawa dampak multidimensi terhadap korban dan masyarakat. Tindakan KDRT tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga meliputi kekerasan seksual, psikologis, dan penelantaran. Dalam perspektif hukum Islam, salah satu bentuk kekerasan seksual yang dikenal adalah zhihar, yaitu pernyataan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan bagian tubuh ibunya, sehingga secara hukum menjadikan istri tersebut haram bagi suami hingga dilakukan kaffarah.
Faktor penyebab KDRT kerap kali berkaitan erat dengan masalah sosial lainnya, seperti kemiskinan, ketidakteraturan keluarga (family disorganization), dan konflik yang tidak terselesaikan. Tekanan ekonomi tidak jarang memicu tindakan kriminal, termasuk pencurian, sebagai bentuk upaya memenuhi kebutuhan hidup. Realitas ini tergambar dalam sebuah karya sastra yang menjadi objek kajian, di mana diceritakan pencurian jagung oleh seorang perempuan paruh baya untuk dijual di pasar demi memperoleh penghasilan. Narasi tersebut sekaligus menampilkan konflik rumah tangga yang berujung pada dampak psikologis terhadap anak akibat pertengkaran berkepanjangan antara orang tua.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mendefinisikan KDRT pada Pasal 1 sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Definisi ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian, pengertian KDRT jauh lebih luas daripada sekadar kekerasan fisik yang umum dipahami masyarakat.
Secara normatif, setiap pasangan mendambakan rumah tangga yang harmonis, aman, dan membahagiakan. Namun, dinamika kehidupan keluarga kerap diwarnai perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau permasalahan ekonomi yang dapat berkembang menjadi konflik serius. Apabila konflik ini tidak dikelola secara tepat, potensi terjadinya KDRT menjadi semakin besar.
Dalam kerangka hukum Islam, zhihar memiliki penjelasan linguistik dan hukum yang spesifik. Kata zhihar berasal dari kata “zhahr” yang berarti punggung. Ungkapan ini dalam tradisi Arab digunakan sebagai pernyataan pengharaman istri bagi suami, diibaratkan seperti punggung ibu yang haram disentuh secara seksual. Meski istilah ini merujuk pada punggung, penggunaan anggota tubuh lain, seperti kepala, tangan, atau perut, dengan maksud serupa tetap dikategorikan sebagai zhihar.
Refleksi sosial tentang kriminalitas juga tampak jelas dalam karya sastra tersebut. Kriminalitas, menurut berbagai kajian, sering kali merupakan akibat dari kemiskinan dan tekanan ekonomi. Kasus pencurian jagung oleh tokoh perempuan paruh baya mencerminkan hubungan erat antara kondisi ekonomi yang terpuruk dengan perilaku melanggar hukum. Sebagaimana diungkapkan Ian Watt, fenomena sosial yang hadir dalam karya sastra kerap menjadi representasi keadaan masyarakat tertentu. Fakta ini relevan dengan kondisi kontemporer, di mana kriminalitas cenderung meningkat seiring memburuknya perekonomian (Okezone.com, 27 April 2020).
Selain itu, novel yang dikaji juga menggambarkan disorganisasi keluarga melalui kisah tokoh Meira. Orang tuanya, Amadi dan Sitti, kerap terlibat pertengkaran akibat masalah finansial. Perselisihan tersebut berdampak negatif terhadap kondisi psikologis Meira, yang kemudian diperparah oleh keputusan orang tuanya untuk bercerai setelah Sitti tertangkap bersama laki-laki lain.
Secara keseluruhan, narasi-narasi tersebut mengilustrasikan keterkaitan antara KDRT, faktor ekonomi, kriminalitas, dan disorganisasi keluarga. Penanganan masalah ini memerlukan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, agama, dan ilmu sosial, serta menekankan pentingnya pencegahan melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan mediasi konflik keluarga.
Kesimpulan dan Saran 
Fokus pendidikan karakter memiliki peran strategis dalam memperkuat rasa nasionalisme, memupuk semangat persatuan, serta mengoreksi nilai-nilai yang menyimpang untuk dikembalikan pada prinsip yang benar demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan karakter ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari peserta didik di sekolah, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Dengan internalisasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, diharapkan terbentuk pribadi yang berintegritas, berperilaku etis, dan menjunjung tinggi kemanusiaan.
Penerapan nilai-nilai tersebut diyakini mampu mencegah perilaku kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Individu yang terbiasa mengamalkan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah tidak akan mudah melakukan tindakan yang merugikan pasangannya. Pendidikan Pancasila, apabila diintegrasikan secara konsisten, memiliki potensi untuk membentuk karakter warga negara yang lebih peduli, bertanggung jawab, dan menghargai hak-hak orang lain.
Peningkatan kesadaran perempuan terhadap penegakan hukum KDRT menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pasangan yang baru menikah maupun yang berencana membentuk rumah tangga sebaiknya diberikan sosialisasi mengenai definisi, dampak, dan ketentuan hukum terkait KDRT, termasuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban. Pemahaman ini bertujuan agar calon pelaku menyadari konsekuensi hukum yang tegas terhadap tindakan kekerasan, sementara calon korban mengetahui hak-haknya untuk memperoleh perlindungan.
Upaya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penanggulangan KDRT bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan kewajiban bersama antara masyarakat dan negara. Dengan mengedepankan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, diharapkan tercipta keluarga yang harmonis, aman, serta bebas dari kekerasan. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila dan pendidikan hak asasi manusia perlu menjadi bagian integral dalam pembentukan karakter bangsa, sehingga angka kasus KDRT dapat ditekan secara signifikan.
Saran:
1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga.
2. Memperkuat sistem peradilan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban KDRT serta memastikan sanksi tegas terhadap pelaku.
3. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pembentukan keluarga yang sehat, saling menghormati, dan bebas dari kekerasan.
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